
 

 

 

 

 

 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG 

NOMOR 23 TAHUN 2024 

TENTANG 

STANDARISASI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN  
APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  

BAGI PERANGKAT DAERAH 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PANDEGLANG, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan 
Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah 
dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi 
Khusus; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Standarisasi Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bagi Perangkat 
Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4843); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4846); 

 

SALINAN 



 

 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185); 

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021   
Nomor 13); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI 
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM 
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BAGI PERANGKAT 
DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pandeglang. 

 



 

4. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten 
Pandeglang. 

5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab pada 
Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 

6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE 
adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. 

7. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur 
yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. 

8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang 
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya 
yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai 
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan 
komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.  

9. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, 
Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (email), telegram, teleks, 
telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi 
yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang 
mampu memahaminya. 

10. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, 
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, 
elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, 
dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi 
tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau 
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang 
memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 
memahaminya. 

11. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, 
menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau 
menyebarkan Informasi. 

12. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang 
berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, 
menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau 
menyebarkan Informasi Elektronik. 

 

 

Pasal 2 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam 
pengembangan aplikasi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Pandeglang. 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

SISTEMATIKA STANDARISASI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI 
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  

  
 

Pasal 3 

(1) Standarisasi Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE disusun dengan 
sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II : STANDAR SIKLUS PENGEMBANGAN APLIKASI 

BAB III : PROFIL ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM APLIKASI 

BAB IV : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEMBANGAN 
APLIKASI 

BAB V : PENUTUP 

(2) Dokumen Standarisasi Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
 
 

BAB III 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 4 

(1) Anggaran pembiayaan dalam pembangunan aplikasi berasal dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: 

a. penyusunan kebijakan atau regulasi; 

b. pengadaan dan instalasi; 

c. pengelolaan operasional; 

d. pemeliharaan sistem; 

e. pengembangan sumber daya manusia TIK; 

f. sosialisasi dan koordinasi; 

g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pembangunan 
aplikasi; dan 

h. kebutuhan lain-lain terkait pembangunan dan pemeliharaan aplikasi. 

(3) Dinas memberikan rekomendasi teknis dan penganggaran pembangunan 
Aplikasi SPBE. 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang. 

 

   Ditetapkan di Pandeglang 

                 pada tanggal 12 Juli 2024 

BUPATI PANDEGLANG, 

 

                                                                                  CAP / TTD 

 

IRNA NARULITA 

 

Diundangkan di Pandeglang 

pada tanggal 12 Juli 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, 

 

                             CAP / TTD 

 

ALI FAHMI SUMANTA 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 23 

   Salinan sesuai dengan aslinya 

       KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,  

 

 
 

 

 

 

          M.MURYANTO,SH 
    Nip. 19661005 200212 1 003 


